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taman-regol-bukan-aset-pemkot-bandung diakses pada 13 Februari 2026. 

 

Sertifikat tanah transmigran yang dibatalkan kini dipulihkan oleh pemerintah berita 

ini mencerminkan isu sertifikasi/pengakuan hak atas tanah yang terkait 

tindakan pemerintah dalam pengelolaan dan status tanah. 

https://voi.id/en/news/558645 diakses pada 13 Februari 2026. 
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